
BUPATI PAMEKASAN

PERATURAIT BUPATI PAMEIqSAIT

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAI{ PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAITAAN

AIYCIGARAIV PEIITDAPATAN DAIT BELAIYJA DAERAII

TAHUN AN(X}ARAN ?OLL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah

Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2Ol2 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20ll ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa0ol ;
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44371, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor aSaal ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50a9) ;

Undang-Undang Nomor i2 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S%fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aA28l;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan
I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2OO7 (l*mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a5a0l;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5781;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a585) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5871 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineq'a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5t4l ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a972);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentang Hibah Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20ll;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian
T\rnjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2oll ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1

Seri E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7
Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006
tentang Alokasi Dana Desa (kmbaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 6 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten
Pamekasan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2011 Nomor 1 SeriA;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2Ol1 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2A72
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 8 );
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MEMUTUSI(AN :

MenetapKan : PERATUMN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 201 1.

Pasal 1

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah .Rp. 70.704.959.013,38
b. Dana Perimbanga11............ .............Rp. 847.789.459.085,29
c. Lain{ainPendapatanyangSah.. ......Rp.72.781.515.000.00

Jumlah Pendapatan .....Rp. 991.275.933.098,67

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai ........Rp. 473.688.586.729,00
2l Belanja Bunga ..........Rp. 18.243.400,00
3) Belanja Subsidi..... ...RP. 0,00
4) Belanja Hibah ..........Rp. 32.878.458.171,00
5) Belanja Bantuan Sosial....... ......Rp. 31.994.877.594,00
6) Belanja Bagi Hasil. ....Rp. 1.780.000.000,00
7| Belanja Bantuan Keuangan. ......Rp. 35.370.558.834,00
8) Belania Tidak Terdugak Terduga ..............Rp. 1.410.347.100,00

Rp. 577. 14 1.071.828,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai ........Rp. 30.005.217.660,00
2l Belanja Barang dan Jasa ..........Rp. 157.613.052.383,00
3l Belania Modalal............. ..............Rp. 161.158.657.395,69

Rg. 348.77 6.927 .438,69
Rp. 925.9 1 7 .999.266,69
Rp. 65.357.933.831.98

a. Penerimaan.......... ........Rp.122.654.961.139,64
b. Pengeluararl......... ..........Rp. 16.012.557.925.31

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaar:

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Rp. 106.642.'103.2 14.33
Rp. 172.000.337.046.3 1

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
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Pasal 3

Penjabaran ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tan 30 Agustus 2012

Plt.
KABUPA N PAMEKASAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI2 NOMOR 18


